SALINAN

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: a. bahwa untuk menopang keberhasilan pelaksanaan
rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana
pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana
kerja pemerintah daerah serta rencana strategis perangkat
daerah, dibutuhkan rencana kerja perangkat daerah yang
sinergis dan harmonis dengan dokumen perencanaan
daerah dimaksud;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor
20 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang
Rencana Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2019-2024 dan Peraturan Gubernur Nomor
54 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2023, perlu menyesuaikan pengaturan mengenai
rencana kerja perangkat daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2023;

c. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 42 Tahun
2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2023 masih terdapat kekurangan dan
belum dapat menampung kebutuhan hukum yang ada,

sehingga perlu diubah;
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja

Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 6868);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2022 Nomor 42 Seri E);

MEMUTUSKAN: . . .
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA
TIMUR TAHUN 2023.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor
42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 2
Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
atas:
a. Pendahuluan
b. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai
dengan Triwulan II Tahun Berkenaan;
c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Penutup.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 4

Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara terperinci
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar . ..
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 23 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya

pada tanggal 23 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 60 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19690129 199303 2 001
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